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PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata

kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Kepala

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3

Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan

penyesuaian terhadap kelas jabatan di lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, serta dengan telah disetujuinya Perubahan

Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika berdasarkan surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor B/3151/M.PAN-RB/9/2016, perlu menetapkan

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala
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Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10

Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5121);

4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

90);

6. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2015 tentang

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 249);
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7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang

Pedoman Evaluasi Jabatan;

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang Jabatan, Kelas

Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1575)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai

di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1835);

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan

Stasiun Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1528);

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1529);

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1530);

12. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

555);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,

DAN GEOFISIKA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI,

DAN GEOFISIKA NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG

JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,

KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan

Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013

tentang Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja

Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 1575), sebagaimana telah diubah beberapa kali,

terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika Nomor 26 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2013 tentang

Jabatan, Kelas Jabatan, dan Tunjangan Kinerja Pegawai di

Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1835)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

untuk :

a. jabatan Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Biro

Hukum dan Organisasi diberikan terhitung mulai

bulan Juli 2014;

b. jabatan Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala, Kepala

Subbagian Tata Usaha Sekretaris Utama, Kepala

Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang Meteorologi,
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Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi Bidang

Klimatologi, Kepala Subbagian Tata Usaha Deputi

Bidang Geofisika, Kepala Subbagian Tata Usaha

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi, Rekayasa,

dan Jaringan Komunikasi, Kepala Subbagian Tata

Usaha Inspektorat, Kepala Subbagian Tata Usaha

Pusat Penelitian dan Pengembangan, dan Kepala

Subbagian Tata Usaha Pusat Pendidikan dan

Pelatihan diberikan terhitung mulai bulan Oktober

2016;

c. jabatan yang memerlukan pengangkatan dalam

titelatur jabatan yang baru, tunjangan kinerja

diberikan terhitung sejak pegawai yang bersangkutan

menduduki jabatan yang baru sesuai dengan Surat

Pernyataan Melaksanakan Tugas/Surat Pernyataan

Menduduki Jabatan.

2. Mengubah Lampiran I, II, dan III sehingga berbunyi

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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